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Abstrak

Artikel ini mengkaji peran hukum sebagai instrumen strategis dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara hukum
yang tengah mengalami transformasi ekonomi secara pesat, Indonesia
membutuhkan sistem hukum yang tidak hanya konsisten, tetapi juga adaptif
terhadap tantangan global dan kemajuan teknologi. Melalui pendekatan yuridis
normatif dan penerapan Economic Analysis of Law (EAL), studi ini menunjukkan
bahwa optimalisasi fungsi hukum khususnya dalam mendorong kejelasan regulasi,
keadilan, dan efisiensi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang
stabil dan pertumbuhan yang inklusif. Lebih jauh, konsistensi dan kemampuan
adaptasi kerangka hukum Indonesia berpengaruh langsung terhadap pencapaian
tujuan pembangunan nasional. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi
hukum dan kolaborasi lintas disiplin, khususnya antara pembuat kebijakan dan
akademisi, guna mewujudkan ekosistem hukum yang adaptif dan mendukung
kemajuan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: reformasi hukum; pembangunan ekonomi; Economic Analysis of Law;
efisiensi; Indonesia

Abstract

This article explores the role of law as a strategic instrument in the planning and
implementation of economic development in Indonesia. As a constitutional state
undergoing rapid economic transformation, Indonesia requires a legal system that is
not only consistent but also adaptable to global challenges and technological
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advancement. Through a normative juridical approach and the application of
Economic Analysis of Law (EAL), this study reveals that the optimization of legal
functions particularly in promoting regulatory clarity, justice, and efficiency is crucial
for fostering a stable investment climate and inclusive growth. Moreover, the
consistency and responsiveness of Indonesia’s legal framework directly influence the
success of national development goals. The findings highlight the importance of legal
reform and interdisciplinary collaboration, particularly between policymakers and
legal scholars, to ensure the creation of an adaptive legal ecosystem that supports
sustainable economic progress.

Keywords: legal reform; economic development; Economic Analysis of Law;
efficiency; Indonesia
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A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah sebagai pemegang otoritas
kekuasaan memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur berbagai aspek
kehidupan warganya melalui sistem hukum [1], termasuk dalam bidang ekonomi.
Dalam konteks ini, hukum memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk
mendukung pembangunan ekonomi nasional [2].

Hukum yang berjalan secara efektif dapat menciptakan kepastian, stabilitas,
dan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif [3], [4]. Sebaliknya, ketika
hukum tidak mampu berfungsi dengan optimal, maka pertumbuhan ekonomi pun
akan terhambat. Oleh karena itu, sistem hukum yang kuat dan responsif menjadi
prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi, baik di tingkat
nasional maupun daerah [5], [6].

Indonesia saat ini berada dalam fase aktif pembangunan ekonomi, seiring
dengan komitmennya sebagai negara hukum [7]. Artinya, negara tidak hanya
menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengandalkan hukum sebagai
fondasi yang menjamin keberlangsungan pembangunan. Hukum berperan
sebagai pedoman perilaku, mekanisme penyelesaian konflik, serta sarana untuk
mengarahkan rekayasa sosial dan ekonomi [1], [8].

Dalam perkembangannya, perubahan yang terjadi di sektor bisnis,
khususnya akibat kemajuan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial, menuntut
hukum untuk terus beradaptasi. Tanpa fleksibilitas hukum terhadap perubahan
tersebut, potensi hukum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat
menurun [5], [6]. Oleh karena itu, hukum perlu dikembangkan secara konsisten
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dan adaptif, agar mampu mengikuti kompleksitas dan dinamika pembangunan
ekonomi kontemporer [9], [10].

Selain itu, sejarah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya
bergantung pada faktor ekonomi semata, tetapi juga pada faktor hukum dan
kelembagaan [2], [5]. Ketika hukum mampu menciptakan lingkungan yang
mendukung investasi, perlindungan hak, dan keadilan bagi para pelaku ekonomi,
maka pembangunan akan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua
pertanyaan utama: (1) Bagaimana optimalisasi fungsi hukum dapat dicapai sebagai
instrumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia?
dan (2) Sejauh mana konsistensi dan adaptasi kerangka hukum nasional
memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi? Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis strategi penguatan fungsi hukum dalam pembangunan, serta
mengevaluasi kapasitas hukum nasional dalam merespons perubahan untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

B. METODOE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif),
yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum
sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Dalam pendekatan ini, hukum
dipahami sebagai sistem norma yang mengatur perilaku masyarakat dan negara,
serta tidak terlepas dari nilai-nilai sosial yang mendasarinya. Penelitian ini tidak
menggunakan data lapangan, melainkan data sekunder yang diperoleh melalui
studi kepustakaan.

Untuk mengkaji hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi,
penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama. Pendekatan perundang-
undangan digunakan untuk menelaah regulasi terkait pembangunan dan sektor
ekonomi. Pendekatan konseptual membantu memahami ide-ide dasar seperti
efektivitas dan efisiensi hukum, serta prinsip negara hukum. Sementara itu,
pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) diterapkan untuk mengevaluasi sejauh
mana norma hukum dapat mendorong efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial
[11], [12].

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan primer (UUD 1945, undang-
undang ekonomi, dan peraturan turunannya), bahan sekunder (literatur ilmiah,
jurnal, dan karya akademik), serta bahan tersier seperti kamus dan ensiklopedia
hukum. Seluruh data dikumpulkan melalui studi pustaka yang sistematis dari
berbagai sumber terpercaya, baik cetak maupun digital. Analisis dilakukan secara
deskriptif kualitatif, dengan menekankan pada keterkaitan antara struktur hukum
yang ada dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, serta mengevaluasi
efektivitas hukum melalui prinsip efisiensi dan relevansinya dalam konteks sosial,
ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.
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C. PEMBAHASAN
1. Optimalisasi Fungsi Hukum sebagai Instrumen Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan secara terpisah dari dukungan
hukum yang kuat [13]. Hukum memiliki fungsi sentral dalam menciptakan
kepastian usaha, stabilitas regulasi, serta iklim investasi yang kondusif. Ketika
peraturan perundang-undangan tumpang tindih dan tidak konsisten, efektivitas
sektor-sektor strategis pun terganggu, yang pada akhirnya menghambat
pertumbuhan lintas sektor. Oleh karena itu, hukum harus diposisikan sebagai
instrumen aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan [13], [14].

Perkembangan teknologi, globalisasi, serta dinamika pasar menuntut sistem
hukum yang adaptif dan responsif. Indonesia, sebagai negara hukum yang tengah
giat mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak dapat meniru secara linear tahapan
pembangunan seperti yang dialami negara-negara maju. Upaya integrasi nasional,
pembangunan ekonomi, dan pencapaian kesejahteraan sosial harus dilakukan
secara simultan. Hal ini menciptakan kompleksitas tersendiri yang hanya dapat
dijawab oleh kerangka hukum yang kuat, konsisten, dan adaptif.

Dalam konteks pembangunan, hukum bukan hanya berfungsi mengatur,
tetapi juga menjadi alat rekayasa sosial dan ekonomi. Pendekatan Economic
Analysis of Law (EAL) memberikan kerangka analitis untuk menilai efektivitas
hukum melalui perspektif efisiensi, prediktabilitas, dan kesejahteraan sosial [11],
[12]. Lima kualitas hukum yaitu stabilitas, dapat diramalkan, keadilan, pendidikan
hukum, dan profesionalisme aparatur menjadi indikator penting dalam menilai
sejauh mana hukum mampu mendukung pembangunan.

Korelasi antara hukum dan ekonomi bersifat saling mengisi. llmu hukum
mengatur perilaku sosial, sedangkan ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia
dalam memenuhi kebutuhannya. Keduanya sama-sama berfokus pada tindakan
rasional dalam kerangka sumber daya terbatas. Interaksi keduanya membentuk
satu kesatuan utuh yang diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak
hanya normatif, tetapi juga ekonomis secara fungsional [15].

Analisis keekonomian tentang hukum, sebagaimana dikembangkan dalam
pendekatan EAL, menempatkan persoalan hukum sebagai objek yang dievaluasi
menggunakan konsep-konsep dasar ekonomi. Tujuannya bukan sekadar menilai
efisiensi suatu norma, tetapi juga untuk memperluas jangkauan analisis hukum itu
sendiri, sehingga hukum tidak dipandang semata sebagai perangkat teknis,
melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, termasuk
kemakmuran masyarakat.

Dengan demikian, optimalisasi fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi
di Indonesia mensyaratkan keterpaduan antara pendekatan normatif dan
ekonomis, konsistensi kerangka regulasi, serta kapasitas adaptasi terhadap
perubahan sosial dan teknologi [16], [17]. Hanya dengan kombinasi tersebut,
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hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai pendorong pembangunan
ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Konsistensi dan Adaptasi Kerangka Hukum di Indonesia Mempengaruhi
Pencapaian Tujuan Pembangunan Ekonomi Nasional

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, sistem hukum Indonesia dituntut
untuk tidak hanya konsisten, tetapi juga adaptif terhadap perubahan ekonomi,
sosial, dan teknologi. Pendekatan EAL menjadi relevan dalam menilai seberapa
jauh hukum mampu menjawab kebutuhan efisiensi dan progresivitas dalam
pembangunan ekonomi [18], [19]. Para ilmuwan dan praktisi hukum kini mulai
mengadopsi cara berpikir ekonomis dalam menjelaskan fungsi hukum, khususnya
terkait efektivitas kebijakan, efisiensi norma, dan utilitas sosial [20], [21].

EAL melihat hukum sebagai instrumen untuk mengalokasikan sumber daya
secara optimal. Dalam konteks ini, efisiensi menjadi indikator utama yang
mencerminkan kualitas suatu regulasi. Efektivitas hukum melahirkan kepastian
dan kejernihan, yang sangat penting dalam menciptakan tatanan pasar dan
hubungan hukum yang adil serta produktif. Konsep-konsep seperti rasionalitas,
pilihan, nilai, efisiensi, dan utilitas menjadi kerangka dasar dalam memahami
bagaimana hukum dapat menghasilkan manfaat sosial yang maksimal (social
welfare maximization) [9], [22].

Beberapa penerapan nyata dari pendekatan ini dapat dilihat pada kebijakan
hukum pidana dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam penanggulangan tindak
pidana seperti korupsi dan pencucian uang, EAL menawarkan pendekatan
berbasis nilai manfaat, bukan sekadar penghukuman. Penilaian terhadap kebijakan
dilakukan melalui perbandingan antara manfaat sosial dan biaya hukum yang
ditimbulkan, dengan tujuan akhir menciptakan efek jera yang efisien serta
bermanfaat bagi masyarakat luas.

Contoh lainnya dapat ditemukan dalam kebijakan pertambangan mineral
dan batubara. Meskipun regulasi baru yang lahir dari Pasal 33 UUD 1945 bertujuan
memberikan perlindungan ekonomi, kebijakan tersebut juga menimbulkan
dampak sosial yang harus diantisipasi. Dalam perspektif EAL, hal ini mencerminkan
situasi pareto-optimality, di mana perbaikan pada satu aspek tidak boleh
mengorbankan aspek lainnya tanpa solusi kompensasi. Perubahan model
pengelolaan dari Kontrak Karya ke IUPK mencerminkan langkah menuju sistem
hukum yang lebih efisien dan berkeadilan, sesuai prinsip efisiensi hukum versi
Richard Posner.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi nasional tidak hanya
bergantung pada kehadiran regulasi, tetapi juga pada konsistensi dan kemampuan
hukum untuk beradaptasi. Integrasi antara pendekatan normatif dan ekonomis
menjadi kunci bagi terciptanya sistem hukum yang mampu mendukung
pertumbuhan inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.
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D. SIMPULAN

Optimalisasi fungsi hukum sebagai instrumen dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan ekonomi merupakan prasyarat fundamental bagi
terciptanya tata kelola ekonomi yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Hukum yang
dijalankan secara maksimal mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan
keadilan bagi pelaku ekonomi, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat
dan kompetitif. Dalam konteks ini, hukum berperan bukan hanya sebagai pengatur
(regulator), tetapi juga sebagai fasilitator dan protektor pembangunan nasional.

Konsistensi dan adaptabilitas kerangka hukum Indonesia sangat memengaruhi
tercapainya tujuan pembangunan ekonomi, terlebih di tengah tantangan
globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial. Sistem hukum yang
tidak mampu menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut berisiko menjadi
hambatan dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berdaya saing. Oleh
karena itu, diperlukan reformasi hukum yang progresif dan berorientasi pada
efisiensi, kepastian, serta keadilan.

Untuk itu, pemerintah dan DPR perlu memperkuat agenda reformasi hukum
ekonomi dengan menyusun regulasi yang adaptif terhadap perkembangan global
dan teknologi digital, serta mendorong sistem hukum yang mendukung investasi
dan kemakmuran nasional. Di sisi lain, kalangan akademisi dan peneliti juga
didorong untuk mengembangkan kajian hukum ekonomi berbasis Economic
Analysis of Law sebagai landasan ilmiah dalam merancang kebijakan hukum yang
efektif, responsif, dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Integrasi pendekatan normatif dan ekonomis dalam kerangka hukum nasional
merupakan kunci untuk menciptakan sistem hukum yang modern, tangguh, dan
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
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